
Nomor : 763/PM.00.02/K.KI-05/08/2024 Tana Paser, 22 Agustus 2024

Sifat : Penting

Lampiran :

Perihal : Imbauan

Kepada Yth.

Ketua KPU Kabupaten Paser

di –

Kabupaten Paser

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang

Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang

Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi

Undang-Undang Menjadi Undang- Undang;

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017

Tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil

Walikota sebagaimana telah diubah pada Peraturan Badan Pengawas

Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017

Tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil

Walikota;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang

Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati

dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang

Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,

Serta Walikota dan Wakil Walikota;

5. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 Tanggal 20

Agustus 2024;



6. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024 Tanggal 20

Agustus 2024

B. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

60/PUU-XXII/2024, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang

Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang

terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Menyatakan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 77

Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016

Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898)

bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang

tidak dimaknai: “partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu

dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan

sebagai berikut:

Untuk mengusulkan calon bupati dan calon wakil bupati serta calon

walikota dan calon wakil walikota:

a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar

pemilih tetap sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa,

partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus 78

memeroleh suara sah paling sedikit 10% (sepuluh persen) di

kabupaten/kota tersebut;

b. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar

pemilih tetap lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) sampai

dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, partai politik atau gabungan

partai politik peserta pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit

8,5% (delapan setengah persen) di kabupaten/kota tersebut;

c. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar

pemilih tetap lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) sampai dengan

1.000.000 (satu juta) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik

peserta pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 7,5% (tujuh

setengah persen) di kabupaten/kota tersebut;



d. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar

pemilih tetap lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, partai politik atau

gabungan partai politik peserta pemilu harus memeroleh suara sah

paling sedikit 6,5% (enam setengah persen) di kabupaten/kota

tersebut;”

C. Bahwa Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

70/PUU-XXII/2024 Pada tanggal 20 Agustus 2024 menyatakan bahwa

Pasal 7 ayat (2) Huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yaitu

Syarat usia Pencalonan Kepala Daerah dihitung sejak penetapan pasangan

calon oleh KPU.

D. Bahwa berdasarkan uraian diatas dalam hal pendaftaran pasangan calon

Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paser, bersama ini Bawaslu

Kabupaten Paser mengimbau kepada KPU Kabupaten Paser sebagai

berikut :

1. KPU Kabupaten Paser Melaksanakan Pencalonan Kepala Daerah

berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024

terkait ambang batas pencalonan kepala daerah setara dengan syarat

pencalonan dari jalur perseorangan.

2. KPU Kabupaten Paser Melaksanakan Pencalonan Kepala Daerah

berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024

terkait syarat usia pencalonan kepala daerah dihitung sejak penetapan

pasangan calon pasangan calon oleh KPU.

Demikian surat imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan

kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

KETUA,

  NUR KHAMID, SH

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur

2. Arsip


